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ABSTRAK

Sabrin Usman, Nim : H1113085, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Gorontalo)', di bimbing oleh, Bapak Rusmutyadi dan Bapak Suardi
Rais

Tujuan penelitian ini adalah unruk : (1) Mengetahui pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 20ll tentang penyalahgunaan izin
tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo. (2) Mengetalui upaya yang
dilakukan oleh Imicrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam penanggulangan tindak
pidana penyalahgrrnaan izin tinggal..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukuur empiris yaitu suatu penelitian yang menekankar pada
pengambilan fakta yang terjadi terkait di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (l) Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia no.6 tahrm 201 I temang penyalahgunaan izin trnggal
keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dargan maksimal tetapi
terdapal beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian

suatu masalah izin tinggal keimigras'ian. Dari data dan pengalaman ke{a
dilapangan. bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukun dalam
kasus tindak pidana penyalahgruraan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering
bersifat non-pro justitia salah satunya dilakukan deportasi. (2) Upaya
penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak knigrasi Kelas i TPi Gorontalo yaitu
Preventif dan Represif. tindakan preventif pefiama, dilakukafl dengan penguatan

terhadap TIM PORA yang ada disetiap kabupaten dan kota yang melibatkan
selumh elemen sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat terlaksana

durgur baik. kedua imigra.si Corontalo juga mengadakan sosialisasi tentang
penegakan hukum keimigrasian kepada semua lapisan masyrakat. Sementara

tindakan Represif dilakr*an dengan dua hal yaitu kojustisia dan non projustisia..
Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (l) Diharapkan

agar kedepan lmigrasi Gorontalo lebih menekankat pada penerapan pidana

sebqgaimana diaor dalam Pasal 122 Undaug-Undang nomor 6 tahun 201 1 tentarg
Keimigrasian dan tidak menempuh jalur non pro justitia atau tindakan
administrasi. sehingga menimbulkan efek jera bagi warga asing yang

menyalahgunakan izin tinggat tersebut. (2) Dalam pencegahan tindak pidana

penyalahgunaan izin tinggat Keimigrasian khususnya dengan melakulian cegah

dan tangkal (cekal tist) hendaknya mencenninkan prinsip-prinsip Negara yang

berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuaman belaka dan juga

mengkoordinasikan tindakan cekal agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebelum

orang yang dimaksud melarikan diri.

Kata Kunci : Penyalahgunaan lzin Tinggal



ABSTRACT

Sabrtn Usmm, Nim: H1113085, " Legal Rettiew of Criminal Acts of
Abue of Residerce PerDils (Csse Study ol lqnigatian Ofue TPI Gonaldo
Class)", gutded by, Mr Rusttwlyadi and Mr Suardi Rais

The purytse of this study is to: (l) Know lhe implemenlation of law of
lhe Republic of lndonesia No.6 of 201 I concerning the abuse of immigration
residence pemits in Gorontalo Province. (2) Knowing the efforts made by TPI
Gorontalo Chss I lmmigralion in overcoming lhe crime of abuse of residence
permit ..

The research method used in this sudy is a We of empirical legal
research that is a study lhol emphasizes the tahng offacts lhat occur relaled lo
thefield.

The results of lhis study indicate that: (l) The implementation of the law
of lhe Reryhlic oJ- I donesia no.6 qf 2011 regarding the abuse of imrnigration
residence permits in Gorontalo Province has been running optimally bul lhere are
several obstacles lhal occur in the implemenlation system ol solving an
immigmtion stay permit problem. From the dota and work experience in the field,
thal sonctions imposed by law enforcemenl olJicers in cases ol criminal misuse oJ

immigmlion residence permits are more oJten non-pro justitia, one of which is

deponation. (2) Preventive and represslve meosures undertaken by Gorontalo
Class I lmmigration Parties. lhe firsl preventive aclion, carried out by
strcngthetling lhe existing PORA TEAM in every district and city iwolving dll
elemenls so thol surynision of foreigners can be caried out properly. secondly
Goro talo immigration also held a socioli ttion about immigralion law
enJbrcement lo all levels of society. llhile repressive ocions are carried out with
two things, namely Proiustisio and non-justification.

Based on the resalts ofthe study il is recommended: (l) It is hoped that
in the .future Gorontalo Immigrotton will put more emphasis on crirninal
application os regulated in Arlicle 122 of ltrw numher 6 of 201I conceming
lmmigration and nol to take non-justitia or admifiistrolive measules. giving rise to
a deterren Sea for.foreigners who abuse the residence pemil. Q) In preventing
the criminal act of obusing Immigration residence Wrmi4 in particular by

preventing and preventing a checklist, it should reflect the principles of the Stale

which are based on law, not based on mere outhorily ond also coordinate banned

actions so lhat they can be quickly caried oul before lhe person concemed

escapes self.
-:-

, e. rCtISAll ,
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BAB T

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki milenium ketig4 yang ditandai dengan bergulimya

globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangtya

teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah

kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional

berkembang menjadi bersifat intemasional, bersarnaan dengan tumbuh dan

berkembaugnJa tuntutan terwqiudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan

kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal'l

Secara harfiah migrasi merupakan perpidahao manusia secara geografis, baik

secara individu maupun secara kelompok dari suatu negera tertentu ke negara yang

lain dengan tujuan untuk tinggal dan menetap. jika ditarik dalam pengertian bahasa

inggris maka terdaPat dua kategori pengertian yaitu imigrasi atau tempat yang di

datangi dan emigrasi. aspek hukum tentang imigrasi adalah merupakan salah satu

sistem hukum yang berlaku di indonesia sejak pemerintahan klonial belanda

keberadaan hukum keimigrasian di indonesia telah ada2

lPenjelasan dalam UU No.6 tahun 201 I t€ntang keimigrasian'
tVti'manr Saoto.o, Z0M, persfektif inigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, UI

Pre,qs; Jakarta. hlm:l

1



2

Aspek hukum yang berlaku di indonesia tentang keimi$asian setalah

proklamasi indonesia tahun 1945 sampai pada tahun 1991 secara formil tidak

menunjukkan perkembangan yang signifikan sampai pada akhimya diundangkannya

Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 tetang Keimigrasian. hal ini

disebabkan karena pengaturan tentang keimigrasian mas'ih secara umum dan terpisah-

pisah kebeberapa ketentuan perundang-undangan dan masih didominasi oleh hukum

klonial. Disamping karena ketentuan tersebut masih buatan klonial juga ketentuan-

ketentuan yang diatur tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Dengan perkembangan global dewasa ini mendorong peningkatan mobilitas

penduduk dunia yang menimbulkan berbagai macam permasalahan, baik yang

berdampak positif maupun yang berdampak negatif terhadap kepentingan dan

kehidupan bangsa khususnya pada Negara Republik Indoaes'ia. Olehnya itu

dibutuhkan regulasi yang baru tentang keimigrasian sebagai manifestasi penegakan

hukum serta kedaulatan atas wilayah indonesia dengan berbagai macam persoalan

yang baru tentang keimigrasian, sehingga pada tanggal 5 mei 2011 di undangkanlah

UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan UU RI No.9 tahun

1 992 tentang Keimi grasian.

Pada kenyataannya harus diakui bahwa salah satu faklor pendorong

pertumbuhan perekonomian suttu negara sangat ditennrkan dengan peningkatan

jumlah lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilyah Indonesia. Peningkatan arus

warga negara asing masuk ke Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan

penerimaan uang yang dibelanjakan di indonesia, meningkatnya aktivitas
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perdagangan yang dilakukan serta meningkatnya investasi yang akan meningkatkan

penerimaan devisa, sejalan peningkatan diatas rupanya dapat pula membawa aspek

negatif seperti :

1) Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang

bergabung dengan perusahaan Indonesia-

2) Penyalahgunaan Izin Keimigrasian

3) Munculnya kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia,

perdagangan orang dan tindak pidana Narkotika.

Sebagai langkah negara dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Republik

Indonesia tlari aspek negatif yang dapat merusak tatanan sosial budaya, baik terhadap

warga asing maupun warga negara lndonesia yang keluar, masuk dan tinggal di

wilyah Indonesia, maka peranan Keimigasian sangat dibutuhkan, penetapan politik

hukum keimigrasian yang selektif menjadikan lembaga imigrasi Indonesia memiliki

landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi

masuknya maupun dalam menolak atau mengizinkan orang warga negara asing, baik

dari segi masuknya maupun kegiatannya dalam wilayah lndonesia. Berdasarkan

politik hukum yang bersifat selektif ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :

1. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik

lndonesia.

2. Tidak membahayakan keamanan dan ket€rtiban umum, serta.

3. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia

diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta



diberikan lzin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di

Indonesia.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 20ll

tentang keimigrasian yaitu dalam Bab XI mulai dari pasal ll3 sampai dengan pasal

136 cukup kompleks dalam mengatur aspek tentang keimigasian, bahkan perluasan

terhadap subyek pelaku tindak pidana keimigrasian tidak hanya mencakup orang

perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing kedalam

wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, selain itu dalam undang-

undang ini pencantuman pidana minimum dalam perkara penyelundupan manusia

juga telah di atur.

Di Provinsi Gorontalo tindak pidana keimigrasian yang sering terjadi yaitu

menyalahgunakan izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal ini diatur lebih lanjut

dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 201I tentang Keimigrasian pasal 122 yar,g

berbunyi :

" Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

pemberian Izin Tinggal yang dib€rikan kepadanya;

b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada

Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak

4
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sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang

diberikan kepadanya".

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal yang pernah ditangani

oleh Imigrasi Gorontalo adalah pengamanan 6 (enam) warga negara Tiongkok yang

diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian tim intelijen dan penindakan

keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo yang dikoordinir langsung oleh

Kepala Divisi Keimigrasian, Jaya Saputra melakukan kegiatan penindakan dan

berhasil mengamankan enam warga Tiongkok yaitu Cheng Chunwang (49), Ye

Xinrong (47), Ye Chengwang (48), Le Yihui (54), Zhu Kaiquan (50), Li Goucheng.

Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat setempat yang

resah dengan aktivitas penambangan liar di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian tim mendapati bahwa izin masuk ke

wilayah Indonesia yang dimiliki oleh enam WNA tersebut merupakan visa

kunjungan. Mereka melanggar Undang Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 201 I

tentang Keimigrasian pasal 122 huruf (a) dengan ancaman penjara paling lama 5

(lima) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sementara tindakan Keimigrasian Gorontalo yang di tempuh terkait

pelanggaran tersebut yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa

deportasi.

Dari gambaran kasus diatas dapat ditarik titik permnasalahannya bahwa

pengakan hukum terhadap tindak pidan Keimigrasian di Provinsi Gorontalo masih

berlum maksimal aplagi pelanggaran yang dilakuka oleh warga asing yang
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menyalahgunakan izin tinggal masih dikenakan tindakan administrasi berupa

deportase, padahal ketentuan UU tentang penyalahgunaan izin tinggal sebagimana

dalam Undang - Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 20ll tentang Keimi$asian

pasal 122 memuat ancoman pidana 5 tahun penjara dan pitlana denda 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

Berangkat dari permasalahan ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian yang berj udul

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

IZIN TINGGAL (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

l. Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal

keimigrasian di Provinsi Gorontalo ?

2. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Gorontalo dalam Penanggulangan Tindak Pirlana Penyalahgunaan lzin

Tinggal ?

1.3 Tujuan Penelitian.

l. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6

Tahun 20ll tentang Keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal

Keimigrasian di Provinsi Gorontalo.
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2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Gorontalo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin

Tinggal.

1.4 Manfaat Penelitian.

'l 
. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu

pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat

berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang

ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya,

penyidik imigrasi, jaksa, hakim dan terutama pihak Imigrasi dalam

menyelasaikan permasalahn-permasalahan hukum pidana khususnya

tentang tindak pidana Keimi grasian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindek Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady sebgaimana dikutip dalam bukunya Mulyati Pawennei

dan Rahmanuddin Tomalili 3 pokok-pokok penentensier lndonesia menjelaskan

bahwa *Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemalun dari istilah straflbaar feit

atat delict, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesi4

dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemaltkan stralbaar

feir,adapw istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai

berikut;

. Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut

beliau, kata Tindak lebih sempit cakuparurya dari pada perbuatan. kata Tindak

tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya

menyatakan keadaan yang konkret

. E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah

peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana Adapun Mr. Tirtaamidjaja

menggunakan istilah pelanggaran pidana rmtuk kata delik.

r Mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili,20l5, Hukum PidanaJakarta:Mitra Wacana Media

8

hal.04
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Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa ;

StraJbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai "suatu

melawan hukum (wedenechnelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

di pertanggun gj awabkan".

Berbeda dengan Pompea menjelaskan pengertian tindak pidana bahwa

" S t r aJb aa rfe i t adalah ;

Suatu pelanggran norma (gangguan terhedap tertib hukum) yang dengan

sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum

Dari beberapa pandengan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak

Pidana atau delik pada dasarnya di te{emahkan dari istilah bahasa belanda yaitu

straJbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah

melanggar ketentuan undang-undang pidana"

2.1.2 Unsur-Ungur Tindak Pidana

untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang

dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa

unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan

jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. Perbuatan pidana

n tbid hal 06
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menunjuk kepada sifat pefuuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman

pidana kalau dilanggar.

Menurut simonss menjelaskan bahwa "unsur-unsrr tindak pidana (stra/baar

feit) adalah ;

l. Perbuatan manusia (Positif aau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan)

2. diancam tlengan piclana (s traJbaar gested)

3. melawan hukum (onrechtmaat ig)

4. dilakukan dengan kesalahan lmet schuld in verabnd standl oleh orang yang

mampu bertanggungSawab (t o e re n ingsvatoaar)

Lebih lanjut Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur

subjectif dari tind*. pidana (straftaar feit)

Unsur Objektif ;

a) Perbuatan Orang;

b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

c) munglin ada keadaan tertentu yang menyertai pefuuatan itu seperti

dalam pasal 281 KUHP sifat open baar atau dimuka umum;

Unsur Subjectif;

a) Orang yang mampu beranggung jawab;

b) adanya kesalahan (dolus atau culpa);

c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan".

t tbid hat to-tz
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Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut MoeUatno unsur-unsur

perbuatan pidana :

a) Perbuatan (Manusia)

b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal)

c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

l) kelalrukan dan akibat

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyedai perbuatan.

2.1.3 Jenig-Jenis Delik

Jenis-jenis delik dalam Buku Eddyo.S. Hiariej6 dijelaskan "paling tidak ada

12 pembagian delik yaitu sebagai berikut ;

l) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai legol definition of

crimen. Dalam persfektif hukum pidam, legal definition of crimen dibedakan

menjadi apa yang disebut sebagai Mala in se dan mala in prohobita, dapattah

dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah

dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-

kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai

suatu perbuatan pidam. Mala in se selanjutnya dapat disebut sebagai

kejahatan.

u fddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hul:um PidanaYogyakana , Cahaya Atma Pustaka
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Van hamel dalam bukunya menaytakan ;

Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi

terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat

yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketenfiaman

masyarakat; jadi perwuj udan sosial patologis

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-

undang sebagai suatu ketidak adilan.dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita

diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan mala in se dengan

mala in prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi felonies dan

misdemeanors, demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi

perbuatan pidana kedalam Mrsdrijf (kejahatan) dzn overtrading (pelanggaran).

Mtsdryf lebih mengarah kepda rechtdelicten (mala iz se) sementaraovertading

lebih mengarah kepda wetsdelicten (mala prohibita). Sementara dalam kontek

KIIFIP lndonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga

dikualifi kasikan sebagai pelanggaran".

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas

dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. Bahwa dalam isitilah

perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, agar lebih

muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang

menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang

menitikberatkan pada akibat.
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Contoh delik fonnil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling
banyak enun puluh rupiah.

Sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan
dengan pidana penjara paling lama lima belas tshun.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Bambang PoemomoT dalam bukunya memebreikan defeinis tentang delik

culpa dan delik dolus yaitu "Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338

KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. Sementara delik culpa ialah perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan

(kelalaian). contoh delik culpa yairu : pasal 359 K[IHP".

4; Delik Commissionis dan ommisionis.

Semnetara Zainal Abidin FaridE memebreikan penegrtian Delik Komisi

sebagai berikut "Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu

yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUIIP

dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya tedadi

ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu

TBambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakana; ghlmia Indonesia. hal99
6 Zainal Abidin Farid, 2009 , Hulorm Pidana, Jakarta , Sinar Grafika hal 177
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pembuat (dader\ mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur

pertanggungjawaban pidana".

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif,

yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.e

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di

wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga

Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian

dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia,

selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat menggantisipasi

perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam

praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang

melakukan pemalsuan dokumen keimingrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian,

atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan

operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya

p€rempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan

penyulundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam

lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan imigran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung

atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara

e Tongat. 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfekifpembaharuan", Malang ; UMM
Press hal 146
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ilegal (illegal entry) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau

bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada

di wilayah lndonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga

akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:I0

1) Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,

2) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah

lndonesia,

3) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah

Indonesia,

4) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke

wilayah lndonesia-

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang

nomor 6 Tahun 201 I tentang Keimigasian adalah tindakan administratif dalam

bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan

keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang

terkena tindakan Keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat

sekurang-kurangrya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan

1o .M.lman Santoso,20Q7, PerspekliJ IniSr,rsi, Perum Percetakan Negara Republik lndonesia. hal 10
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penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas

tindakan Keimigrasian tersebut.r I

2.3 Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia

2.3.I Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari kata ,,migrate" atau kata benda "migration " (bahasa

inggris) , yang berarti "go from one country or place of residence to seltle in another"

(the new webster handy college dictionary,19...). jadi suatu lmigrasi atlalah

perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu

tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.rz

Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok

orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini

mempunyai arti yang lebih luas.Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik

bersifat permanen maupun temporer.Perkembangankemajuan teknologi transportasi

dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan

antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

23.2 Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia, pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan

Belanda. Pada saat itu, terdapat Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama

Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah Keimigrasian untuk seluruh

"201 2, Himpunan Peraturan Tentang K€imigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya , PT Tamita Utama

Jakarta. hal;122
r2 Ajad Sudrajat Havi.d,2OO8, f'ormalitas Keimigrasian . Drektorat Jenderal Imigrasi Departemen

Hukum dan HAM.,hal 175
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kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,

namun baru pada tanggal 26 Jarr.wi 1950 lmmigratie Dients ditimbang diterimakan

dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke

tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut

merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat

terbtka (open door policy) untuk kepentingan pemerintah kolonial, menjadi politik

hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional

lndonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan hukum

Keimigrasian di Indonesia, hingga pada tanggal 5 Mei 2011, ditetapkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigasian sebagai

perubahan baru bagi hukum Keimigrasian di lndonesia dallm pelaksanaannya di era

globalisasi dengan perubahan zaman yang sangat pesat sehingga menuntut adanya

landasan hukum yang baru dalam pelaksanaan kinerja Imigrasi dalam pelaksanaan di

wilayah Nasional maupun lntemasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : "Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang

masuk atau keluar wilayah lndonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga

tegaknya kedaulatan Negara". Dengan menggunakan pendekatan Gramat ikol (t^ta

bahasa) dan pendekatan semanlic (Ilmu tentang arti kata).Menurut kamus besar

Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaaan, peristiwa, kejadian (sesuatu
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yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal.Dengan demikian, hal ihwal

diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kej adian. Sedangkan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu

tempat dan tempat lain, hili-mudik, bolak-balik.rr

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengatuan yang penting,

yaitu :

a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk,

keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja,

namun juga warga Negara lndonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya

kedaulatan negara.

Unsur pertama, p€ngaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan hukum intemasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang

suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara

hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar

I945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

keimigrasian membedakan antara ernigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan

pasal I ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan

lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas,

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka 2001
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atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah lndonesia. Pelanggaran

atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara

Indonesia secara tidak sah, artinya setiap laluJintas keluar masuk wilayah tidak

melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dikenakan

pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 20ll tentang Keimigrasian pasal 113. Unsur kedua dari pengertian

Keimigrasian yaitu p€ngawasan orang asing di wilayah lndonesia. Dalam rangka ini

"pengawasan" adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi

apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang

ditentukan.la

Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan

yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui

Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau

tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa

yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluamya orang asing dan dari

wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orangasing di wilayah

Indonesia.Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya

telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik lndonesia diluar negeri ketika

menerima permohonan pengajuan visa, Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh

ra lman Santoso, 2004, PeRpektif lmigrosi dolom Pembongunan Ekonomidan Ketohdnon Ndsionol,

Ul-Press. hlm;20
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Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan lmigrasi ketika Pejabat Imigrasi dengan

kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal

yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang

asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor

Imigrasi yang wilayah ke{anya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna

mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur

Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya

dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selekif

2.3.3 Jenis - Jenis lzin Tinggal Keimigrasian.

Dalam pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011

tentang keimigrasian disebutkan :

a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal

b. Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

c. Izin Tlnggal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas :

l) Izin Tinggal Diplomatik, dibenkan kepada orang asing yang masuk wilayah

ladonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan

perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan

untuk visa diplomatik (Diplomatic Visa), yaitu :

i. Memiliki paspor diplomatik yang berlak-u,

ii. Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen

Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan

berkunjung ke lndonesia untuk tugas diplomatik.
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Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal

pemberian untuk visa satu kali pefalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal

pemberian untuk visa beberapa kali pe{alanan (berdasarkan asas timbal balik).

Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan

berkunjung ke indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur),

mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3

(tiga) bulan.

2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah

Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya

diberikan oleh Menteri Luar Negeri- Persyaratan yang diperlukan visa dinas,

yaitu :

a) Memiliki paspor dinas (service visa) yang berlaku,

b) Memiliki referensi dari pemerintah anda (Departemen Luar Negeri)

atau Badan Intemasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa

pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.

3) Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat

Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang dibebaskan keharusan

memiliki visa kunjungan dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin

kunjungan diberikan dalam rangka :

a) Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan

untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan social budaya atau usaha

diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
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dibenlcan tanda masuk tlan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima)

kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga

puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).

b) Izin Kunjungan Usaha / Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk

keperluan usaha./bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari

terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa

kunjungan beberapa kali perj alanan).

c) Izin Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) yang merupakan

izin Kunjungan yang diberikan saat orang asing negara subyek Visa

On Arrival sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan

membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal

selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat

diperpanjang I (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari

dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah orang asing berkunjung.

d) Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan

izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara

dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas

Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari tlan tidak dapat

diperpanjang.
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4) Izin Tinggal Terbatas yang drAerikan kepada :

a) Orang asing yang masuk wilayah lndonesia dengan Visa Tinggal

Terbatas;

b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau Ibunya

pemegang Izin Tinggal Terbatas;

c) Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;

d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat

apung, atau lnstalasi yang beropertasi di wilayah perairan dan wilayah

yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangarL

e) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara

Indonesia.

f) Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk :

. Menanamkan Modal;

. Bekeda;

. Rohaniawan;

' Mengikuti Pendidikan atau Kuliah;
. Menggabungkan diri dengan Keluarga;
. Repatriasi
. Visa Lansia;
. Melakukan Penelitian Ilmiah.

5) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :

a) Orang asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan,

pekerja, lnvestor, dan Lanjut Usia;

b) Keluarga karena perkawinan campuran;



24

c) Suami, Istri dan/atau dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;

d) Orang asing eks wargl negara lndonesia dan eks subjek anak

berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

2.4 Eukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu

ilmu hukum kepidanaan, ilmu keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum

Intemasional.ls

Sejalan dengan perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu

hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum adminsitrasi negara, hukum

agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum

keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan

cabang ilmu dari hukum adminsitrasi negara.16

Hal itu terlihat tlari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi

penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (bestuur) dan pelayanan

masyarakat Qtublic dienst), bukan pembentukan Undang-Undang (wetgever) dan

bukan juga flrngsi peradilan (rechtspraak). Dengan demikian, keimigrasian dapat

dilihat dalam perspektif hukum adminstrasi negara. Sesungguhya, masalah

keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan arogan administrasi negara yang

melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Kebijakan yang

dimaksud adalah gambaran dari perbuatafl hukum pemerintah (overheatls handeling).

15 A. Ridwan Halinr, Flora Liman P, 2002, Pelsoalan Prsklis Filsalal Huhm dalan HimPunan

Dislizg.sj, Jakarta; llKI hlm. 22
16lman santoso, op.cit. hlm 22
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Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangtal dan mencegah orang yang hendak

masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah

pembidangan hukum yang secara khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya-

Pembidangan hukum tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkar sebagai berik-ut :rr

1. Bidang Hukum Materiil, terdiri atas:

a) Hukum negara yang mencakup: Hukum tata negara, dan Hukum

administrasi Negara,

b) Hukum perdata yang mencakup hukum pribadi, hukum benda, hukum

pefanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial,

dan hukum penyelewengan pertlata dan sikap tindak lain,

c) Hukum pidana,

2. Bidang Hukum Formil

a) Hukum tata negara formil atau hukum acara iala negara

b) Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi

negara.

c) Hukum perdata formil atau hukum acara perdata-

d) Hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (IIATAH), khusus mengatur

penyelesaian perkara yang mengandung pertemwm antata 2 (dua) atau lebih

sistem hukum (HATAH intem dan HATAH ekstem).

17 opcit A Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002. btm.22
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2.5 Kerangka Pikir

DASAR HUKUM
> Ur dang-Undang No.6 tahun

201 I tentang Keimigrasian

Pelaksanaan UU Keimigrasian Tentang Penyalahgunaan Izin
Tinggal

I

Uoala-upara Penanggylangan

l. Upaya preventif

2. Upaya represif
1. Ruang Lingkup Fasilitas lzinTinggal
2. Masa Berlaku Visa dan Izin T'inggal yang

diberikan
3. Peranan Petugas Imigrasi
4. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap

Paryalahgun aan Izin Tinggal

Pelaksanaan UU Penvalshsunaan Izin
Tingqal

Terwujudnya Kepastian Hukum
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2.6 Delinisi Operasional

l. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu

perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan

StraJbaarfeit

2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar

Wilayah lndonesia s€rta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

kedaulatan negara.

3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat

Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wrlayah Indonesia.

5. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang

ditetapkan Pejabat Imigasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan-

6. Rumah Detensi lmigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalanlian

Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang

Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigasian.

7. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah

Indonesia.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digmakan dalam penelitian ini adalah

penelitian Hukum emperis. Dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai

suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak

memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukurn, melainkan hanya melihat

hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap

obyek hukum tertentu dengan menggabrurgkan reaksi atau responsi masyarakat, baik

individu kelompok atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan

menjadi objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan lzin Tinggal.

33 Lokesi Penelitian dan waktu penclitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian

hukum emperis. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan pennasalahan,

apabila judul dan permasalhannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi

penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.lt

't Mukti Fajar ND dan Yuliato Acbnad. Dualisne Penelitian Hukum Normati & Emperis, Pustaka

Pelajar:Yoryakart4 2010 hal 170

28
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Lokasi penelitian ini adalah Kantor Imigrasi kelas I TPI Gorontalo. Penentuan

lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan

izin tinggal.

3.4 Populesi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan

objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda,

kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.re Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh anggota penyidik imigrasi.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang

dianggap mewakili populasi.2o Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti

mengambil 4 orang penyidik imigrasi :

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilahrkan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para

pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang

diteliti.

b) Studi Lapangan

re Bambang Sunggo no, Metode Penelitian Hukum,Rala Grafinda Persada. Jakart4 2007 hal 188
eBurharMetodologi Penelitiat Kualiwi/ Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragan l'a'ian

Kontemporer, Jakarta :Rajawali Pers. 2001 hal 97
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Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek

penelitian.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik

diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan tlata dengan cara melihat atau mengamati langsung

pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan

pihak yang erat hubungannya dengan penelitian 
^gN 

data yang diperoleh

lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan &ta yang diperoleh dari dokumen yang

berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang

berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan

kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori

yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai

kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung,

menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan
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terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah

dikuasainya.2l

Data-data yang terkumpul akan disusm secara deskriptif kualitatif yaitu

prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang

diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah

terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

"Mukti Fa;ar ND dao Yuliato Achmad, D ualisme Penelitia H kum Normati & Emperi.s, Pustaka

Pelajar:Yogyakana, 2010 hal 183
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4,1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

4.1.1 Sejareh Berdirinya Kentor Imigrasi Kelas I Gorontelo

Kantor knigrasi Kelas II Gorontalo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia No. M.05-PR.07.04

Tahun 2002 Tanggal 25 September 2002 Tentang Pembentukan 14 Kantor Imigrasi

se Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Gorontalo dengan status Kelas II dan mulai

beroperasional pada tanggal 4 April 2003 serta telah diresmikan oleh Direktur

Jenderal Imiemsi pada tanggal 3l Juli 2003 yang mencakup Wilayah kerja seluruh

Daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo,

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Puhuwato dan Kabupaten Bone Bolango yang mana

sebelumnya merupakan Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado.

Pada tahun 2(XM Kantor Imigrasi Kelas II Gorontalo mengalami peningkatan

status menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.05-PR.07.M

Tahun 2004 tanggal 19 September 2004 dan pada saat itu masih menempati Kantor

sementara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di Jalan KH.

AGUS SALIM No. 289.

Seiring dengan perkembangan dan situasi pelaksanaan dari Otonomi Daerah

maka terjadi pemekaran atau penambahan Wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi

32
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Gorontalo sehingga saat ini Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo menjadi

I (satu) Kota, 5 (lima) Kabupaten yang meliputi :

a) Kota Gorontalo

b) Kabupaten Gorontalo

c) Kabupaten Boalemo

d) Kabupaten Pohuwato

e) Kabupaten Bone Bolango

f1 Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2006 hingga sekarang Kantor Imigrasi Kelas I Goronalo telah

menempati Gedung Kantor sendiri yang dibangun secara bertahap mulai tahun 2004

dibangun diatas anah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

dengan status hak pakai yang telah di hibahkan pada ranggal 23 April 2012 dan

setelah melalui proses balik nama sertifikat maka pada tanggal 2l September 2012

resmi menjadi nama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Kantor Imigrasi Kelas I

Gorontalo dengan luas tanah 3.275 M2 sesuai sertifikat hak pakai No. 43 tahun 2012

yang lokasinya di jalan Briglen Piola Isa kelurahan Dulomo Selatan Kota Gorontalo

No.214.

Sedangkan untuk pembangunan Rumah Dinas baru dapat terealisasi pada

tahun 2010 yang dibangun diatas tanah dari hasil pengadaan tanah tahun 2007 yang

berasal hasil revisi anggaran penghematan dari sisa hasil tender pembangunan

Gednng Kantor lantai 2 bagian belakang dengan luas 2.416 M2 sesuai sertifikat hak

pakai No. 06 tahun 2008 yang lokasinya di Jalan A.M.D Kelurahan Wongkaditi Barat
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Kecamatan Kota utara Kota Gorontalo yang sekarang sudah dibangun 4 unit Rumah

Dinas dengan rincian tipe C-70 I unit, tipe D-50 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2016

dibangun I unit rumah dinas dengan tipe D-50.

Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor I9

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keda Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi

Kelas I Gorontalo berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

dikarenakan adanya TPI Laut di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Gorontalo.

4.1.2 Tugas Dan Fungsi Kantor Imigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum tlan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut :

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang

bersangkutan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai

fungsi:

. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian

. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian

r Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang lzin Tinggat dan Status
Keimigrasian

r Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian

. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Tata Usaha
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut Kantor Imigrasi

Kelas I TPI Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Gorontalo, Di dalam tugas sehari-harinya Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu

oleh stafnya yang terdiri dari :

I. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas melakukan penyusunan rencana progmm dan anggaran,

pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, adminstrasi

umum, pengawasan dan pengendalian intemal serta evaluasi dan pelaporan di bidang

administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah

tangga. serta terdiri atas :

a. Urusan Kepegawaian
b. Urusan Keuangan
c. Urusan Umum

II. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

lv{empunyai tugas mclakukan pelay*nan d*unen perjalanen dan perlintasan

Keimigasian serta menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang Lalu Lintas
Keimigrasan

b. Pelayanan Paspor
c. Pelayanan Surat Perjalanan Layanan Paspor bagi warga negara asing
d. Pelayanan Pas Lintas Batas
e. Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian
f. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar
g. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar



36

Dalam melaksanakan tugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dibantu oleh

l. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

2. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian

III. Seksi lntelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen

dan penindakan Keimigrasian. Serta menyelenggarakan fungsi

a) Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan di bidang lntelijen,
Pengawasaq dan Penindakan Keimigrasian
Pelaksanaan kef a sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian
Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian
Penyajian informasi produk inteljen
Pergamanan personal, dokurne,n Keimigrasian, Perizinan, Kantor dan
Instalasi Vital Keimi grasian

t) Penyidikan tindak pidana Keimigrasian
g) Pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian
h) Pelaksanaan pemulangan orang asing

Dalam melaksanakan tug3s Seksi lntelijen dan Pendinakan Keimigrasian

dibantu oleh :

1. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

2. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

IV. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status Keimigrasian

serta menjalankan fungsi :

Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal dan
status keimigrasian
Pelayanan izin tinggal
Pernenksaan, penelaahan dan perryelesaian alih status Keimigrasian
Pelayanan izin masuk kembali

b)
c)
d)
e)

a)

b)
c)
d)



e) Penelaahan status Keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka
penerbitan surat keterangan Keimigrasian

f) Pelayanan surat keterangan Keimigrasian
g) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

Dalam melatsanakan tugas Seksi lzin Tinggal dan Status Keimigrasian

dibantu oleh :

l. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

2. Sub Seksi Status Keimigrasian

V. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melalcukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan

sistem teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian, serta menyelenggarakan

fungsi:

a) Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan , pemeliharaan
dan pengamanan sistem teknologi dan in{iormasi keimigrasian

b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian
c) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi

keimigrasian
d) Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian
e) Pelaksanaan hubungen masyarakat kedasarne anter instansi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Keimigrasian dibantu oleh :

1. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

2. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigirasian
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4.2 Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 201!

Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2019 dEts rnenunjukkan bahwa jumlah Izin Tinggal Kunjungan

(ITK) mencapai 670 warga asing, sementara izin tinggal terbatas (ITAS), khusus

untuk warga asing baru be{umlah 62 dan warga asing yang melakukan perpanjangan

izin tinggal sebanyak 61. Sementara pada tahun 2020 lzin Tinggal Kunjungan (lTK)

304 warga asing, sementara izin tinggal terbaas (ITAS), khusus untuk rvarga asing

baru be{umlah 4 dan rvarga asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal

sebanyak 3. untuk Izin tinggal tetap (ITAP) sama sekali belum ada di provinsi

Gorontalo-

untuk lebih tepatnya penulis akan memaparkan dalam bentuk grafik

perkembangan warga asing yang tinggal di wilayah Provinsi Gorontalo.
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Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh pejabar

Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Warga

Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umunya menggunakan fasilitas

BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin

tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa.

Dalam izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan

untuk wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu beke{a maupun

bedualan.

Pelaksanaan tentang izin tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah

berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi didalam

sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini sejalan dengan

adanya beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaiakan

permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda

dengan nilai yang tinggi kepada petugas sehingga proses penyelesaian

permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam Undang-

Undang Keimigrasian No. 6 tahun 20ll pasal 48 ayat I dan 2. Penyalahgunaan

tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilias bebas visa kunjungan singkat yang

dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan tersebut 5

(lima) kali ataupun faldor ketegasan kinerja yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi

dalam pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga Negara asing

untuk menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian tersebut.
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l. Ruang Lingkup Fasilitas lzinTinggal

Beberapa jenis visa yang banyak digunakan oleh orang asing dalam

penyalahgunaan izin tinggal di lndonesia dikarenakan luasnya ruang lingkup fasilitas

itu sendiri, jenis visa yang banyak digunakan adalah:

a. Visa kunjungan satu kali perjalanan(B2l I )

b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan@212)

c. Visa kunjungan saat tedatan gan (visa onarrival)

d. Bebas visa kunjungansingkat

Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomer 32 tahun 1994 tentang visa, izin

tinggal, izin masuk dan izin keimigrasian pasal I ayat 2 huruf d visa kunjungan dan

keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.12.01.10 tahun 1995

tentang visa singga[ visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin

keimigrasian bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas

pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha serta menuut Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan

singkat @VKS). Keputusan Presiden Republik lndonesia tersebut mengatur

pelaksanaan teknis bebas visa, yang meliputi:

a. Kunjunganwisata

b. Kunjungan socialbudaya

c. Kunjunganusaha

d. Kunj ungankeluarga



e. Kunjungan antarNegara

Ketentuan maupun p€ratuan ini merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang

memperluas pemberian visa agar orang asing yang berkunjung di Indonesia dalam

rangka kunjungan wisata, sosial budaya dan bisnis mendapatkan kemudahan dalam

hal tersebut. Namun masih saja ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh orang asing yang menggunakan visa ataupun izin tinggal

Keimigrasian tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari orang asing tersebut

terhadap visa atau izin tinggal keimigrasian tersebut yang melakukan perjalanan

wisata atau biasa disebut wisatawan asing, misalnya beke{a, mendapatkan

keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia atau usaha bahkan melakukan

tindakan pidana di wilayah Indonesia seperti penjualan narkoba, kasus permasalahan

cuci uang atau money laudring dan bekeda sebagai pekerja seks komersial.

2. Masa Berlaku Msa dan lzin Tinggal yangdiberikan

Perkembangan masa berlaku izin tinggal terhadap orang asing atau wisatawan

dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan arus

wisatawan di Indonesia serta pendapatan bagi devisa Negara. Namun kesempatan

yang dimanfaatkan oleh orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut

dikarenakan masa berlaku itu sendiri dalam memperoleh visa maupun proses

perpanjangan izin tinggal yang diberikan, selain itu juga memberikan peluang bagi

orang asinglainnya yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan

penyalahgunaan izin kunjungan wisata untuk bekerja ataupun mencari keuntungan di
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lndonesia, sedangkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi orang asing yang akan

bekerja diberikan visa tinggal terbatas dan diberikan izin tinggal terbatas serta

diberikan izin bekerja dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (indeks visa B2l I )

Peraturan Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.I2.01.10 Tahun 1995

tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan, Visa lzin Tinggal
Terbatas, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian (Pasal I I dan 12)

- Masa Berlaku kin Tinggal : 60
hari

- Keperluan :

a.Tugas Pemerintahan b. Wisata

c.Sosial Budaya d.Kegiatan usaha

- Dapat diperpanjang 5 Kali

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan lzinTinggal

ini adalah :

l. Kebijakan 5 (lima) kali masa perpanjangan dengan 30 (tiga puluh) hari

pada setiap kali perpaajang;an yang diberitan kepada oratrg asing yang

menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dengan beke{a di Indonesia,

dengan biaya, kemudahan kebijakan yang diberikan, serta lama waktu

yang drberikan dibanding dengan Izin Tinggal Terbatas (untuk bekerja).

Apabila di analisa, rata-rata orang asing yang biasa berwisata Indonesia

tidak lebih dari 3 (tiga) minggu melakukan kunjunganwisata

2. Pengawasan yang belum maksimal dalam proses perpanjangan Izin

Tinggal Keimigrasian itu sendiri pada Kantor Imigrasi
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b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (lndeks VisaD2l2)

Peraturan Keterangan

Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995

tentang Visa Singgah, Visa
Kunjungan, Visa Izin Tinggal
Terbatas, lzin Masuk dan Izin
Keimigrasian (Pasal l5 dan16)
- Masa Berlaku lzin Tinggal : 60 hari
- Masa Berlaku Visa I Tahun

- Keperluan:

a. TugasPemerintahan

b. Wisata

c. SosialBudaya

d. Kegiatanusaha

- Tidak dapatdiperpanjang

Hal-hal yang menyebabkan te{adinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal

ini adalah:

l. Visa bisnis (idak mendapat keuntungan / bekerja) yang dapat digunakan

beberapa kali selama I ahun dengan lama lzin Tinggal selama 60 hari

dan tidak dapat diperpanjang, peluang penyalahgunaan tersebut dilakukan

dengan cara orang asing masuk ke lndonesia dengan tujuan wisata auu

bisnis dengan visa tersebut, namun apabila yang bersangkutan

menyalahgunakan untuk beke{a, setelah habis masa berlaku 60 hari, Ybs

akan keluar wilayah Indonesia dan kembali di hari yang sirma untuk

mendapatkan waktu Izin Tinggal selama 60 harilagi.

2. Modus tersebut dapat dicegah apabila pengawasan yang maksimal

dilakukan saat pemberian Tanda Masuk di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi(TPI).
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c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrivu[).

Peraturan Keterangan

Keputusan Menteri Kchakiman RI Nomor
M.04.12.01. 10 Tahun 2003

tentang Visa Kunjungan Saat

Kedatangan

- Masa Berlaku Izin Tinggal : 30 hari
- Diberikan kepada 65 negara

subyekVOA

- Keperfuan:

a. TugasPemerintahan

b. Wisata

c. SosialBudaya

d. Kegiatanusaha
- Dapat

diperpanjangl kali
selama 30hari

Hal-hal yang menyebabkan tedadinya peluang penyalahgunaan lzin Tinggal

ini adalah

l. Peluang yang ada dalam Visa On Anival tidak jauh berbeda dengan Visa

Kunjungan beberapa kali perjalanan karena maksimum perpanjangan

yang diberikan I (satu) kali perpanjangan, maka setelah habis masa

berlaku Izin Tinggal di lndonesia, orang asing tersebut keluar wilayah

Indonesia dan kembali di hari yang sama sehingga dapat masuk kembali

dengan membeli Visa pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat datang dan

mendapatkan Izin Tinggal selama 30 hari lagi serta dapat melakukan

perpanj angan I (satu) kali.

2 Terlalu rendahnya harga dari pembelian Visa On Arrival itu

sendirisehinggamenjadikanpeluangbagiorangasingtesebut untuk

mendapatkan kemudahan atau kesempatanm untuk bekeda.
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d. Bebas Visa Kunjungan Singkat(BVKS)

Peraturan Keterangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia

tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
(BVKS)
- Masa Berlaku Izin Tinggal : 3Ohari

- Diberikan kepada 15 negara subyek

B VK S atas a.sa.sre.rpro*ai

- Keperluan:

a. TugasPemerintahan

b. Wisata

c. SosialBudaya

d. Kegiatanusaha

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal

ini adalah karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan kepada l5 (lima belas)

negara, karena dianggap tidak mengeluarkan biaya dan waktu diberikan I (satu)

bulan atau 30 hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, tugas

pemerintahan sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan beke{a

masuk ke Indonesia menggunakan lzin Tinggal tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada setiap jenis visa dengan peluang bagaimana orang asing

tersebut dapat melakukan penyalahgunaan lzin Tinggal, Masa waktu tinggal serta

lama perpanjan Ean yang diberikan terhadap Visa yang dapat diperpanjang, serta

kemudahan yang diberikan saat mendapatkan Tanda Masuk pada Tempat

Pemeriksaan Imigrasi menjadikan faktor utama bagl orang asing dapat menggunakan

Izin Tinggal tersebut tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan Visa tersebut.
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3. Peranan Petugas Imigrasi

Peranan petugas Imi$asi dalam proses pemberian tanda masuk hingga

pengawasan sangat penting, tidak dipungkiri dengan adanya aturan atau ketentuan

yang membaik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik

pula. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam proses masuk atau keluamya orang

asing di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di Indonesia

sesuai dengan visa atau izin tinggal yang digunakan di Indonesia. Mekanisme

pemantauan yang dilaksanakan petugas lmigrasi dalam proses orang asing dari

melakukan permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan orang asing masuk dan

keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan di lndonesia dengan tujuan dan

maksud Visa ataupun Izin Tinggal yang digunakan, Hal ini bertujuan untuk

mengetahui secara awak setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran

Keimigrasian. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut:

a) Tahap Pengawasan Proses Pemberian visa, kepada orang asing yang akan

memohon pembuatan visa (Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas)

pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan persyaratan

dan ketentuan permohonan yang telah ditetapkan pada Bab III Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-lZ.0l.l0 Tahun

1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin

masuk dan izin keimigrasian. Disesuaikan dengan tujuan dan maksud

orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia

b) Tahap pengawasan pemberian tanda masuk maupun lzin tinggal pada saat
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orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi, dilakukan pemeriksaan dari segi personality maupun dokumen

(Paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya) disesuaikan dengan

izin keimigrasian yang dimiliki secara sah dan tepat dengan tujuan dan

kegiatan yang nantinya dilakukan di Indonesia.

c) Teknik pengawasarL secara administrative tentang izin tinggal maupun

perizinan dari orang asing melalui bidang pengawasan dan penindakan

pada setiap Kantor lmigrasi dengan masing- masing wilayah pengawasan

guna mencari kebenaran materiil terhadap keberadaan dilihat dari kegiatan

yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.

d) Sistem pelaporan yang terkoordinasi, dengan selalu meng updates dala

yang terbaru dari beberapa system terkumpul dalam satu system database

diseluruh Indonesia serta pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan

oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

penindakan keimigrasian.

e) Koordinasi dengan instansi karena dari segi kuantitas adanya kekurangan

Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di setiap wilayah, maka

ditambah tahap pengawasan dengan koordinasi kepada beberapa Instansi

dengan tetap memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi

dariintansi itu sendiri. Adapun beberapa intansi tersebut adalah Polri,

Kementerian Tenaga Keda dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dll.
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Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke

Indonesia sudah ditetapkan pada ketentuan peraturan yang ada dan proses mekanisme

yang sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan

penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukuan oleh orang asing. Hal ini tedadi

karena pengawasan yang kurang efekrif dari beberapa oknum petugas lmigrasi yang

melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur yang ada, serta keterbatasan

petugas Imigrasi yang ada dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, serta

kurangnya koordinasi maupun adanya tumpang tindih kepentingan antar instansi

yang menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya pelanggaian penyalahgunaan

izin tinggal. Apabila dikaitkan salah satu faklor yang mempengaruhi penegakan

hukum salah satunya yaitu budaya hukum, aparatur sebagai penggerak pelaksanaan

hukum merupakan hal utama yang mempengaruhi budaya hukum tersebut. Hal

tersebut yang terjadi budaya hukum di Imigasi yang dianggap masih kurang dalam

penegakan hukum Keimigrasian dikarenakan adanya beberapa oknum aparat yang

masih tidak peduli dengan melanggar sesuai prosedur yang ada sehingga masih

te{adi pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian, hal utama yaitu mental dan SDM

dalam m enggerakkan hukum itusendiri.

4. Pelaksanaan Penegakan Eukum Terhadap Penyalahgunaan lzin Tinggal

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan

meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti

Penyelundupan Manusia, tindak pidana narkotika, perdagangan orang dan pekerja
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asing yang tidak sesuai dengan dokumen perjalanan saat masuk ke wilayah negara

kesatuan republik Indonesia.

Sehingganya Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada

saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk

kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian

yang dijumpai dalam ketentuaanya maupun prakteknya yaitu poenegakan hukum

bersifat administratif atau biasa dieknal dengan istilah tindakan administrasi maupun

tindak pidana Keimigrasian yang merupakan bagian dari rangkaian Integrated

criminal justice syistem ata,v projustisia.

Oleh karena itu Salah satu pertimbangannya Undang-undang nomor 9 tahun

1992 diubah menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2011 ialah untuk mengatur

ketentuan-ketentuan pidana bagi awarga asintg yang melakukan kejahtan atau tindak

pidana diwilayah intlonesia, sebab UU sebelumnya tidak mengatur mengenai

kejahatan tersebut.

Akibat diakomodirnya ketentuan pidana dalam UU tersebut maka perlu pula

diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus

berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian- Tindak pidana

Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum

materiilnya berbeda tlengan hukum pidana umum,

Berkaitan dengan penelitian penulis, tindak pidana Keimigrasian yang terjadi

di Provinsi Gorontalo terbilang cukup banyak terutama pada tindak pidana

penyalahgunaan izin tinggal dimana banyak warga asing yang masuk ke wilayah
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provinsi gorontalo dokumen yang digunakan adalah izin tinggal namun kemudian

disalahgunakan dengan bekeda diwilayah Provinsi Gorontalo.

Terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal yang pernah ditangani oleh

Imigrasi Gorontalo adalah pengamanan 6 (enam) warga negara Tiongkok yang

diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.tim intelijen dan penindakan

Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo yang dikoordinir langsung oleh

Kepala Divisi Keimigrasian, melakukan kegiatan penindakan dan berhasil

mengamankan enam warga Tiongkok, Cheng Chunwang (49), Ye Xinrong (47), Ye

Chengwang (48), Le Yihui (54),Zhu Kaiquan (50), Li Goucheng.

Dari enam warga asing diatas yang telah berhasil diamankan oleh lmigrasi

Gorontalo semuanya di lakukan tindakan deportase oleh pihak Imigrasi Gortontalo,

sementara ketentuan dalam UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun

dalam Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 3l Tahun 2013 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20ll Tentang Keimigrasian tidak mengatur

secara eksplesit tentang tindakan administrasi berupa deportase terhadap tindak pidana

penyalahgunaan izin tinggal.

Pasal I 22 UU nomor 6 tahun 201 1 tentang keimigrasian mengatur bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
paling banyak Rp500.000.000,00 (liru raus juta ruprah}
a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian lzin Tinggal yang
diberikan kepadanya;

b. setiap orang yang menluruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau
tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
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Dari ketentuan diatas terdapat frasa yang menyebutkan bahwa dengan sengaja

menyalahgunakan atau melalrukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan

h.rjuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, dapatlah dikatakan bahwa

setiap warga asing baik yang dr-berikan lzin Tinggal Kunjungan (ITK), lzin Tinggal

Terbatas (ITAS), Maupun lzin Tinggal Tetap (ITAP) namun kemudiann melanggar

ketentuan Izin tinggal tersebut maka pasal ini dapat diterpakan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian penulis terhadap enam warga asing

yang telah dilakukan dengan tindakan adminstrasi berupa deportase oleh pihak

imigrasi dengan pasal u quomaka menurut hemat penulis sangat tidak tepat.

Tindakan administrasi sebagiamna disebutkan dalam ketentuan pasal I ayat

3l W No.6 tahun 201I tentang keimigrasian menyebutkan "Tindakan Administratif

Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigasi terhadap

Orang Asing di luar proses peradilan". ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan

administrasi diatur dalam pasal 75 ayat I yang menyebutkan *Pejabat Imigrasi

berwenang melakukan TindakanAdministratif Keimigrasian terhadap Orang Asing

yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut

diduga membahayakankeamanan dan ketertiban umum atau tidakmenghormati atau

tidak menaati peratuan perundang-undangan". sementara dasar tindakan deportase

diatur dala pasal 15 ayar2 huruf (f1 dan pasal 75 ayat3.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan adminstrasi berupa deporase terhadap enam

warga asing yang didaptkan menyalahgunakan izin tinggal tidak tepat karena

tindakan adiminstrasi sebgaimana dalam ketentuan a quo hanya diberlakukan
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terhadap warga asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan

perundang undengan artinya bahwa warga asing yang masuk ke wilayah indonesia

harus tunduk pada setiap aturan yang diberlakukan di indonesia, sementara terhadap

enam warga asing yang telah di deportase jelas bahwa kegiatan beke{a di indonesia

adalah perbutan yang telah melanggar ketentuan Izin tinggal Kunjungan sebgaimana

disebutkan dalam pasal 122 sehingganya penegakan hukum yang tepat adalah dengan

jalur projustitia.

4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal

Keimigrasian Oleh Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

1. Upaya Preventif atau pencegahan

A. memperkuat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap

orang asing, sistem tersebut meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan

warga Negara Indonesia melakukan permohonan paspor maupun warga negara asing

terkait dengan rencana dan keberadaannya orang asing di Indonesia sampai dengan

meninggalkan Indonesia (the equality of service and security).Hal tersebut

ditegaskan pada Pasal 68 ayat ( I ), Undang-undang Nomor 6 Tahun 201 l, yaitu;

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat
permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan
dengan:

a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyaj ian data daninformasi;
b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau

Pencegahan;
c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatar Orang Asing di
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wilayah Indonesia;
d. Pengambilan foto dan sidikjari; dan
e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perihal pengawasan orang asing diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

201 1, seperti pada Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanan

pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh

Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi bersama badan dan instansi yang

terkait. (Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 20ll). Dalam hal ini diadakan

pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antar instansi yangterkaitdalam

rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan

wewenangnnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna

pengawasan terhadap orang asing. Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan

prinsip selective policy yang dipandang perlu dalarn mengawasi orang asing. Untuk

kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing, pemerintah telah

menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah lndonesia

sehingga dapat dihimpun data mengenai orang asing

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka

masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk

kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian,

baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Salah satu

langkah preventif yang digunakn oleh Imigrasi Gorontalo yaitu dengan memperkuat

Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) disetiap tingkat Kabupaten
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dan Kota. Salah satunya pada Kota gorontalo Sebagimana wawancara penulis dengan

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo Bapak Jaya Saputra

mengatakan:22

"Kegiatan ini merupakan rutinitas dilakukan oleh setiap anggota Tim PORA
khususnya di tingl..at Kota Gorontalo dan dihadiri oleh beberapa instansi yang terkait
lainnya yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, KODIM 1304, Badan Intelijen Daerah,
TNI Angkatan Laut Corontalo, BAIS TNI Gorontalo, BNN, Kementerian Agama,
SATPOL PP, DISDUKCAPIL, Badan KESBANGPOL, DISNAKERTRANS, Dinas
Pariwisara, Kecamatan Ffulonthalangi serta beberapo kelurahan yang ada dirvilayah
kerjanya, dengan kegiatan ini diharapkan Pengawasan Orang Asing di tingkat Kota
Gorontalo ini, dapat memperkuat sinergitas antar instansi sehingga dapat melakukan
pengawasan keberadaan orang asing secara optimal"

Kantor Imigrrsi Kelas I TPI Gorontalo jg melakukan Rapat Koordinasi Tim

Pengawasan Orang Asing tingkat Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini bertujuan untuk

dapat saling tukar menukar informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di

wilayah ini. Rapat koordinasi diikuti anggota tim pora perwakilan dari beberapa

instansi antara lain Polres Kabupaten Boalemo, Kejaksaan Negeri Kabupaten

Boalemo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo,

Kesbangpol Kabupaten Boalemo, Badan Intelijen Kabupaten Boalemo, BAIS

Gorontalo, Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Boalemo serta beberapa instansi lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam paparannya mengatakan

kegiatan ini merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 201 1 tentang

Keimigrasian. Dengan adanya rapat koordinasi seperti ini diharapkan dapat

meningkatkan kegiatan pengawasan kepada orang asing yang melakukan aktivitas

22 wawancara tanggal L2 April 2O2O
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didaerah ini sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, serta dapat menjadi rvadah

saling tukar menukar informasi tentang keberad&rn orang asing antar anggota Tim

Pora.

B. Sosialisasi tentang penegakan hukum Keimigrasian

Selain kegiatan diaas Sosialisai terkait penegakan hukum Keimigrasian juga

dilakukan- Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi kepada

masyarakat khususnya bagi pemilik atau pengurus hote'l dan penginapan untuk

melaporkan keberadaan tamu asingnya yang menginap. Sosialisasi ini diikuti oleh

beberapa instansi dilingkungan pemerintah daerah Kota Gorontalo dan Kabupaten

Bone Bolango seperti, Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesbangpol,

Kepolisian Resor, Unsur Keimigrasian serta para perwakilan pemilik dan pengrrus

hotel dan penginapan lainnya.

Lebih lanjut dalam wawancara penulis dengan Kepala Divisi Keimigrasian

Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengatakan :21

Tujuan sosialisasi tentang penegakan hukum Keimigrasian agar dapat

memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Provinsi

Gorontalo terkait peraturan keimigrasian sehingga dapat memperkuat

sinergisitas antar insansi dalam penegakan hukum keimigrasian.

2. Upaya Represif atau penindakan

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang

menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti

2r 
Wawancara tanggal 13 april 2O2O
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adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bias bersifat yuridis dan bisa

juga bersifat admini strasi.

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan :33

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakuku
kegiatan yang tidak sesuai dengiun maksud ddn tujuan pemberian lzin Tinggol yang
diberikan kepadanya;Dipidana dengan pidana penjara paling luma 5 (limu) tahun

dan fuhna detfu paling Flia banytk Rq500.0M.WN,(N (iwt rwtusjua rapiah).

Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang

dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap malisud

pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim

dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam BAB VII Tindakan Adminstrasi diatur dari pasal 75 sampai

dengan pasal 80, misalnya dalam pasal 75 daitur bvahwa :

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TindakanAdministratif Keimigrasian
terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan
kegratan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban
umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat
berupa:
B. pencantuman dslam &ftrr Pen€egehen stsu Penangkalan;
b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan IzinTinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapatempat tertentu di Wilayah

Indonesia;
d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah

Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan
terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha
menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
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Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan lzin Keimigrasian

yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak

mengindahkan peraturan yang mengatur keberad.nn orang asing di wilayah Republik

Indonesia



BAB V

PEI\TUTUP

5.1 Kesimpulan

l. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 20ll tentang

penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah

berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di

dalam sistem pelaksanaan penyelesatan suatu masalah izin tinggal

keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang

dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana

penyalahgunaan izin tioggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro

justitia salah satunya dilakukan deportasi. Hal ini dikarenakan mengingat

adanya upaya hukum banding, kasasi. atau grasi yang dimiliki oleh warga

negara asing apabila ditempuh dengan cara pro justitia.

2. Pelaksanaan tentang izin tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah

berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang lerjadi

didalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini

sejalan dengan adanya beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti

menyelesaiakan permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing

tersebut membayar denda deng;an nilai yanc tinggi kepada petugas sehingga

proses penyelesaian permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkarL

sedangkan dalam Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 201 I pasal 48

ayat I dan 2. Penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas
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5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepan Imigrasi Gorontalo lebih menekankan pada

penerapan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 122 UU Nomor 6 tahun

2011 tentang Keimigrasian dan tidak menempuh jalur non pro justitia aau

tindakan administrasi. sehingga menimbulkan efek jera bagi warga asing yaag

menyalhgunakan izin tinggal tersebut

2. Dalam pencegahan tindak pitlana penyalahgunaan lzin Tinggal Keimigrasian

khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal (cekal list) hendaknya

mencerminkan prinsipprinsip Negara yang berdasarkan hukum, tidak

berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga mengkoordinasikan tindakan cekal

agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang dimaksud

melarikandiri.
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